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Abstrak	
Penelitian	 ini	 membahas	 perlindungan	 hukum	 bagi	 bank	 dalam	

perjanjian	kredit	dengan	jaminan	Surat	Keputusan	(SK)	pengangkatan	Pegawai	
Negeri	 Sipil	 (PNS)	 yang	 diberhentikan.	 SK	 PNS	 sering	 digunakan	 sebagai	
jaminan	karena	kestabilan	penghasilan,	namun	ketika	PNS	diberhentikan,	SK	
kehilangan	kekuatan	hukumnya	sehingga	menimbulkan	risiko	kredit	macet.	
Tujuan	penelitian	adalah	menganalisis	upaya	hukum	yang	dapat	dilakukan	bank	
untuk	melindungi	kepentingannya	serta	langkah	preventif	yang	dapat	diambil.	
Penelitian	menggunakan	metode	kualitatif	dengan	pendekatan	yuridis	empiris	
dan	teknik	purposive	sampling.	Data	diperoleh	melalui	wawancara,	observasi,	
dan	 dokumentasi,	 lalu	 dianalisis	 secara	 deskriptif.	 Hasil	 penelitian	 ini	
menunjukkan	bahwa	perlindungan	hukum	PT.	Bank	Sumut	KCP	Perdagangan	
dilakukan	melalui	prinsip	kehati-hatian	seperti	Know	Your	Customer,	analisis	
kelayakan	 debitur,	 verifikasi	 SK,	 perjanjian	 sah,	 asuransi	 jiwa,	 dan	 jaminan	
tambahan.	Upaya	hukum	dibedakan	menjadi	preventif	(pencegahan	sebelum	
kredit	diberikan)	dan	represif	 (tindakan	setelah	kredit	bermasalah),	seperti	
surat	peringatan,	penagihan	kepada	penjamin,	hingga	gugatan	ke	pengadilan.		
Kata	Kunci	:	Perlindungan	Hukum	Bank,	Perjanjian,	Jaminan.	

Abstract	
This	study	analyzes	legal	protections	for	banks	in	credit	agreements	that	

use	the	Appointment	Decree	of	Civil	Servants	(PNS)	as	collateral,	especially	when	
the	PNS	is	dismissed	and	the	decree	loses	its	legal	force.	This	situation	creates	
challenges	in	loan	repayment	and	debt	collection.	The	study	focuses	on	two	main	
questions:	(1)	What	legal	protections	exist	for	banks	when	the	PNS	Appointment	
Decree	used	as	collateral	becomes	invalid?	and	(2)	What	legal	actions	can	banks	
take	 to	 protect	 their	 interests?	 Using	 a	 qualitative	 method	 with	 a	 juridical-
empirical	 approach	 and	 purposive	 sampling,	 data	 was	 gathered	 through	
interviews,	observations,	and	document	analysis.	The	findings,	based	on	a	case	
study	at	PT.	Bank	Sumut	KCP	Perdagangan,	reveal	that	legal	protection	involves	
prudential	 principles	 such	 as	 Know	 Your	 Customer	 (KYC),	 creditworthiness	
analysis,	 SK	 verification,	 valid	 agreements,	 life	 insurance,	 and	 requesting	
additional	collateral.	Legal	actions	are	categorized	as	preventive	(before	credit	
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approval)	and	repressive	(after	credit	issues	arise),	including	issuing	warnings,	
approaching	guarantors,	and	filing	lawsuits.	The	study	recommends	that	banks	
not	rely	solely	on	the	PNS	Appointment	Decree	as	collateral	but	require	stronger	
legal	guarantees,	such	as	mortgage	or	fiduciary	rights.		
Keywords:	Legal	Protection	of	Banks,	Agreements,	Collateral.	
	
1.	PENDAHULUAN	

Pasal	1	ayat	(3)	Undang-Undang	Dasar	1945	menyatakan	bahwa	"Negara	
Indonesia	adalah	negara	hukum."	Prinsip	ini	menegaskan	bahwa	setiap	tindakan	
pemerintahan,	termasuk	aktivitas	perbankan	dan	ekonomi,	harus	sesuai	dengan	
hukum	yang	berlaku.	Dalam	perjanjian	kredit	perbankan,	prinsip	negara	hukum	
memastikan	bahwa	hak	dan	kewajiban	nasabah	serta	bank	dilindungi	dan	diatur	
secara	jelas.	Sebagai	negara	hukum,	Indonesia	mengutamakan	perlindungan	
bagi	semua	pihak	dalam	transaksi	ekonomi.	

Perlindungan	hukum	bertujuan	memastikan	kepastian	dan	keadilan	bagi	
semua	pihak,	termasuk	lembaga	perbankan	yang	menyalurkan	kredit.	Dalam	
sistem	perbankan,	hubungan	kredit	tidak	hanya	melibatkan	bank	dan	nasabah,	
tetapi	 juga	 berdampak	 pada	 kepentingan	 ekonomi	 nasional.1	 Perubahan	
ekonomi	 merupakan	 salah	 satu	 tujuan	 pembangunan	 nasional	 untuk	
meningkatkan	 kesejahteraan	 masyarakat.	 Agar	 perekonomian	 dapat	
berkembang,	dibutuhkan	dana	yang	besar	sebagai	modal,	yang	menjadi	faktor	
penting	dalam	menjalankan	aktivitas	ekonomi.2	Permodalan	memerlukan	peran	
lembaga	 keuangan,	 baik	 perbankan	maupun	 non-perbankan,	 salah	 satunya	
melalui	pemberian	kredit.	Jaminan	memberikan	keyakinan	bagi	kreditur	bahwa	
kredit	yang	diberikan	dapat	dikembalikan	tepat	waktu,	sejalan	dengan	prinsip	
saling	menguntungkan.3	Jaminan	dalam	pemberian	kredit	merupakan	bentuk	
keyakinan	 terhadap	 kemampuan	 dan	 kesanggupan	 debitur	 untuk	melunasi	
utangnya	sesuai	perjanjian.4		

 
1	Anton	Suyatno.	Kepastian	Hukum	Dalam	Penyelesaian	Kredit	Macet	Melalui	Eksekusi	

Jaminan	Hak	Tanggungan	Tanpa	Proses	Gugatan	Pengadilan.	Jakarta,	Kencana	Baru,	2016,	hlm.	
67.	

2 Ryan	Hidayat.	Tinjauan	Yuridis	Terhadap	Perjanjian	Kemitraan	Dalam	Kitab	Undang-
undang	Hukum	Perdata.		Jurnal	Ilmu	Hukum.	Fakultas	Hukum,	Jurusan	Ilmu	Hukum	Universitas	
17	 Agustus	 1945.	 Vol.	 6.	 No.	 2.	 2020,	 hlm.	 15.	 http://ejurnal.untag-
smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5200. 

3	Afrilia,	D.	Analisis	Yuridis	SK	Pegawai	Negeri	Sipil	Yang	Dijadikan	Alat	Jaminan	Dalam	
Perjanjian	Kredit	Perbankan	Ditinjau	Dari	Perspektif	Hukum	Perdata.	Innovative:	Journal	Of	
Social	Science	Research,	Fakultas	Hukum	Universitas	Muhammadiyah,	Paadang.	Vol.	3.	No.	4.	
2023,	hlm.	22.	869-879	https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3047.	

4	Try	Widyono.	Agunan	kredit	Dalam	Financial	Egineering.	Bogor,	Ghalia	Indonesia,	
2003,		hlm.	2-3.	
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R.	La	Porto	dalam	jurnal	of	 financial	Economics,	bentuk	perlindungan	
hukum	 yang	 diberikan	 oleh	 suatu	 Negara	memiliki	 dua	 sifat,	 yaitu	 bersifat	
pencegahan	(prohibited)	dan	bersifat	hukuman	(sanction).	Bentuk	Perlindungan	
hukum	 yang	 paling	 nyata	 adalah	 adanya	 institusi-institusi	 penegak	 hukum	
seperti	pengadilan,	kejaksaan,	kepolisian,	dan	lembaga-lembaga	penyelesaian	
sengketa	diluar	pengadilan	(non-litigasi)	lainnya.		

No	
Penulis	
dan	
Tahun	

Judul	Penelitian	
Terdahulu	

Fokus	dan	Temuan	
Utama	

Keterbatasan/Gap	
dalam	Penelitian	

Terdahulu	
Rencana	Penelitian	

Baru	

Kebaruan	
(Novelty)	
yang	

Ditawarkan	
1.		 Djezyka	

Egga,	
dkk.	
2024.5	

Perlindungan	
Hukum	Terhadap	
Perjanjian	Kredit	
Dengan	
Menggunakan	
Jaminan	 Surat	
Keputusan	
Pengangkatan	
Pegawai	 Negeri	
Sipil.	

Fokus	 utama	
perlindungan	 hukum	
bagi	 PNS.	 Hasil	
penelitian	
menunjukkan	 bahwa	
melalui	 Surat	 Edaran	
Direksi	 No.	
106/Dir/DR.t-
Kons/SK/2015	tanggal	
1	 Mei	 2015,	 Bank	
Sumut	 Cabang	 Stabat	
memberikan	 fasilitas	
Kredit	 Multiguna	
kepada	 Pegawai	
Negeri	 Sipil,	 yang	
dapat	digunakan	untuk	
berbagai	keperluan.		

Penelitian	 belum	
membahas	 secara	
mendalam	
perlindungan	
hukum	 dan	 upaya	
pencegahan	
terhadap	 risiko	
kredit	 macet	
seperti	 manipulasi	
data	 dan	
pemalsuan	
identitas.	

Perlindungan Hukum 
Terhadap Bank Dalam 
Perjanjian Kredit 
Dengan Jaminan Surat 
Keputusan 
Pengangkatan Pegawai 
Negeri Sipil Yang 
Diberhentikan Saat 
Kredit Berlangsung Di 
PT Bank Sumut Kantor 
Cabang Pembantu 
Perdagangan Kabupaten 
Simalungun 

	

Penelitian	 ini	
menawarkan	
analisis	
perlindungan	
hukum	 bagi	
bank	 ketika	
debitur	 PNS	
diberhentikan	
saat	 kredit	
masih	 berjalan,	
khususnya	
terkait	 jaminan	
berupa	 SK	
pengangkatan	
PNS,	 yang	
belum	 banyak	
dibahas.	

2.	 Penelitia
n	
Verawati	
&	
Safrina.	
2019.6	

Surat	 Keputusan	
Pengangkatan	
Pegawai	 Negeri	
Sipil	 	 Sebagai	
Jaminan	 Dalam	
Perjanjian	Kredit	
Bank.	

Fokus	 utama	
penelitian	 ini	 yaitu	
Jaminan	 dalam	
perjanjian	 kredit	
terhadap	SK	PNS.		
Hasil	 penelitiannya	
menunjukkan	 bahwa	
pemberian	 kredit	
dengan	 jaminan	 SK	
PNS	 didasarkan	 atas	
keyakinan	bank	bahwa	
debitor	 mampu	
melunasi	 utangnya.	
Dalam	 pemberian	
kredit	 ini	 berlaku	
ketentuan	 Pasal	 1131	
dan	 Pasal	 1132	 KUH	
Perdata.	
	
	

Penelitian	Verawati	
&	 Safrina	 belum	
membahas	 risiko	
hukum	 dan	
perlindungan	bank	
ketika	 SK	 PNS	
sebagai	 jaminan	
menjadi	 tidak	
berlaku	 karena	
debitur	
diberhentikan,	
yang	 dapat	
menyebabkan	
kredit	macet.	

Perlindungan Hukum 
Terhadap Bank Dalam 
Perjanjian Kredit 
Dengan Jaminan Surat 
Keputusan 
Pengangkatan Pegawai 
Negeri Sipil Yang 
Diberhentikan Saat 
Kredit Berlangsung Di 
PT Bank Sumut Kantor 
Cabang Pembantu 
Perdagangan Kabupaten 
Simalungun 

 

Penelitian	 ini	
mengkaji	
perlindungan	
hukum	 bagi	
bank	 saat	 SK	
PNS	 sebagai	
jaminan	
kehilangan	nilai	
akibat	
pemberhentian	
PNS	 selama	
masa	 kredit,	
yang	 belum	
dibahas	 dalam	
penelitian	
sebelumnya.	

3.	 Penelitia
n	
Nursaad

Tanggung	 Jawab	
Nasabah	 Yang	
Menggunakan	

Fokus	 utama	
penelitian	 ini	 adalah	
Tanggung	 jawab	

Penelitian	tersebut	
belum	 membahas	
secara	 mendalam	

Perlindungan Hukum 
Terhadap Bank Dalam 
Perjanjian Kredit 

Penelitian	 ini	
menyoroti	
perlindungan	

 
5 Djezyka	 Egga,	 dkk.	 “Perlindungan	 Hukum	 Terhadap	 Perjanjuan	 Kredit	 Dengan	

Menggunakan	Jaminan	Surat	Keputusan	Pengangkatan	Pegawai	Negeri	Sipil.	Jurnal	Iblam	Law	
Review.	 Fakultas	Hukum	Universitas	Muhammadiyah	Sumatera	Utara.	Medan.	Vol.	4.	No.	1.		
2024,	hlm.	304.	DOI	10.52249	https://ejurnal.iblam.ac.id/index.php/ILR/article/view/287.	

6 Verawati	&	Safrina.	Surat	Keputusan	Pengangkatan	Pegawai	Negeri	Sipil	(SK	PNS)	
Sebagai	 Jaminan	 Dalam	 Perjanjian	 Kredit	 Bank.	 Jurnal	 Ilmiah	Mahasiswa.	 Fakultas	 Hukum	
Universitas	 Syiah	 Kuala.	 Banda	 Aceh.	 Vol.	 3.	 No.	 3.	 2019.	 hlm.	 647.	
https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/16104.	
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ah	
Hasibuan
.	2025.7	

Identitas	 Orang	
Lain	Dalam	Kasus	
Wanprestasi	
Dengan	Lembaga	
Pembiayaan	Sewa	
Guna	 Usaha	
(Leasing)	 Di	 PT.	
Adira	 Finance	
Cabang	
Kabupaten	
Labuhanbatu	
Selatan.	

hukum	 dalam	
mengunakan	identitas	
orang	 lain.	 Hasil	
penelitian	
menunjukkan	 bahwa	
pelaksanaan	perjanjian	
pembiayaan	 harus	
melalui	 tahapan	
kelengkapan	 data	 diri	
konsumen	 dan	
dilanjutkan	 dengan	
survei	 langsung	 ke	
tempat	 tinggal	 untuk	
memastikan	
kebenaran	 data	
tersebut.	

perlindungan	
hukum	 bagi	
perusahaan	
pembiayaan	 jika	
terjadi	
ketidaksesuaian	
data	 setelah	
perjanjian	
disepakati,	 serta	
belum	 mengkaji	
upaya	hukum	yang	
dapat	 ditempuh	
perusahaan	 saat	
konsumen	
wanprestasi	akibat	
data	 yang	 tidak	
valid.	

Dengan Jaminan Surat 
Keputusan 
Pengangkatan Pegawai 
Negeri Sipil Yang 
Diberhentikan Saat 
Kredit Berlangsung Di 
PT Bank Sumut Kantor 
Cabang Pembantu 
Perdagangan Kabupaten 
Simalungun 

 

hukum	 bagi	
bank	 ketika	 SK	
PNS	 sebagai	
jaminan	
kehilangan	
kekuatan	
hukum	 akibat	
pemberhentian	
PNS	saat	kredit	
masih	 berjalan,	
yang	 belum	
banyak	 dikaji	
dalam	
penelitian	
sebelumnya.	

	
Salah	 satu	 bentuk	 jaminan	 kredit	 yang	 digunakan	 adalah	 Surat	

Keputusan	 (SK)	 Pengangkatan	 Pegawai	 Negeri	 Sipil	 (PNS).	 SK	 ini	 menjadi	
jaminan	karena	status	PNS	dianggap	memiliki	kestabilan	penghasilan	yang	lebih	
dapat	 diandalkan.	 Namun	 masalah	 muncul	 ketika	 seorang	 PNS	 yang	 telah	
mengajukan	 kredit	 dengan	 jaminan	 SK	 tersebut	 kemudian	 diberhentikan	
sebagai	pegawai	PNS,	karena	melakukan	tindak	pidana	dan	tidak	masuk	dinas	
selama	5	bulan	 lamanya.	Sehingga	nasabah	mengalami	kesulitan	membayar	
kewajibannya	 setelah	 kehilangan	 status	 kepegawaiannya.	 Namun	 dalam	
Undang-undang	Nomor	10	Tahun	1998	tentang	Perbankan,	tidak	menjelaskan	
secara	spesifik	bahwa	SK	PNS	dapat	dijadikan	agunan	kredit.	Sebab	praktik	ini	
lebih	didasarkan	pada	kepercayaan	dan	keyakinan	bank	terhadap	kemampuan	
PNS	untuk	melunasi	utang,	bukan	karena	SK	PNS	dianggap	sebagai	 jaminan	
kebendaan	atau	surat	berharga.8	

Jaminan	adalah	harta	kekayaan	atau	benda	berharga	yang	dapat	diikat	
untuk	 menjamin	 pelunasan	 utang.	 Jika	 debitur	 gagal	 melunasi	 utangnya,	
jaminan	 dapat	 dijual,	 dan	 hasilnya	 digunakan	 untuk	 pembayaran	 utang	
tersebut.9	Jaminan	kredit	merupakan	aset	bernilai	yang	mudah	diuangkan	dan	

 
7 Nursaadah	Hasibuan,	dkk.	“Tanggung	Jawab	Nasabah	Yang	Menggunakan	Identitas	

Orang	Lain	Dalam	Kasus	Wanprestasi	Dengan	Lembaga	Pembiayaan	Sewa	Guna	Usaha	(Leasing)	
Di	Pt.	Adira	Finance	Cabang	Kabupaten	Labuhanbatu	Selatan.	Jurnal	Ilmiah	Mahasiswa.	Fakultas	
Hukum	 Universitas	 Malikussaleh.	 Kota	 Lhokseumawe.	 Vol.	 8.	 No.	 1.	 2025,	 hlm	 2.	
https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i1.19276.	

8	 Hartono	 Hadisoeprapto.	 Pokok	 Pokok	 Hukum	 Perikatan	 Dan	 Hukum	 Jaminan,	
Yogyakarta,	Liberty,	1984,	hlm.	51.		

9	Endang	Prasetyawati	&	Maulana	Falah	Akbar.	Legalitas	SK	Pegawai	Negeri	Sipil	Yang	
Dijadikan	Jaminan	Kredit	Perbankan,	Jurnal	Hukum,	Pendidikan	dan	Sosial	Humaniora.	Fakultas	
Hukum	 Universitas	 17	 Agustus	 1945.	 Samarinda.	 Vol.	 1.	 No.	 5.	 2024,	 hlm.	 13.	
https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.374.	
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diikat	sebagai	jaminan	pembayaran	utang	debitur	berdasarkan	perjanjian	kredit	
antara	kreditur	dan	debitur.	Jaminan	kredit	terbagi	menjadi	empat	jenis,	yaitu:10	

1. Jaminan	 yang	 lahir	 berdasarkan	 undang-undang	 (Pasal	 1131	 KUH	
Perdata).	

2. Jaminan	yang	lahir	berdasarkan	perjanjian.	
3. Jaminan	kebendaan.	
4. Jaminan	penanggungan	utang.	

	
Seorang	nasabah	PT.	Bank	Sumut	yang	bekerja	di	instansi	pemerintahan	

Kabupaten	Simalungun	mengajukan	kredit	di	PT.	Bank	Sumut,	Kantor	Cabang	
Pembantu	Perdagangan.	Sebagai	jaminan	kredit,	nasabah	menyerahkan	Surat	
Keputusan	 (SK)	 Pegawai	Negeri	 Sipil.	Mengingat	 status	 PNS	 yang	 dianggap	
stabil,	 pihak	 bank	 menyetujui	 pengajuan	 kredit	 dengan	 keyakinan	 bahwa	
nasabah	memiliki	 penghasilan	 tetap	untuk	melunasi	 kewajibannya.	Namun,	
setelah	 beberapa	 waktu,	 nasabah	 menghadapi	 masalah	 hukum	 dan	
diberhentikan	sebagai	PNS	karena	melakukan	tindak	pidana	serta	tidak	masuk	
dinas	 selama	 lima	 bulan.	 Akibatnya,	 SK	 yang	 dijadikan	 jaminan	 kehilangan	
validitasnya	sebagai	jaminan	yang	kuat.11	

Dalam	 kondisi	 ini,	 bank	 berisiko	 mengalami	 kerugian,	 sementara	
nasabah	menghadapi	kesulitan	dalam	menyelesaikan	kewajiban	kreditnya.	Studi	
kasus	 ini	 menyoroti	 pentingnya	 perlindungan	 hukum	 bagi	 bank	 dalam	
menghadapi	 situasi	 di	mana	 status	 jaminan	 berubah	 akibat	 pemberhentian	
nasabah	dari	status	PNS.	Penelitian	ini	bertujuan	untuk	mengidentifikasi	upaya	
hukum	yang	dapat	dilakukan	bank	guna	melindungi	kepentingannya	dalam	
kasus	serupa,	serta	langkah-langkah	preventif	untuk	memitigasi	risiko	kredit	
macet	di	masa	mendatang.12	

Penelitian	 ini	bertujuan	untuk	menganalisis	mekanisme	hukum	yang	
tersedia	 bagi	 bank	 dalam	 menghadapi	 situasi	 tersebut,	 serta	 untuk	
mengidentifikasi	 langkah-langkah	 preventif	 yang	 dapat	 diambil	 untuk	
meminimalisir	 risiko.13	 Sehingga	 penulis	 tertarik	 mengambil	 judul	 artikel	

 
10	Sutarno.	Aspek	aspek	Hukum	Perkreditan	Pada	Bank.	Jakarta,	Alfabeta,	2005.	hlm.	141.	
11	Amdan	Aritonang.	Karyawan	Bagian	Kredit	PT.	Bank	Sumut	KCP	Perdagangan	di	

Kabupaten	Simalungun,	Wawancara	09	Agustus	2024.	
12 Sanjaya,	 I.	M.	A.	Pelaksanaan	Perjanjian	Kredit	Dengan	Jaminan	Surat	Keputusan	

Pengangkatan	Pengawai	Kontrak:	Studi	Analisis	Pada	Bank	Bpd	Bali	Cabang	Tohpati.	 Jurnal	
Kertha	 Desa.	 Fakultas	 Hukum	 Universitas	 Udayana.	 Bali.	 Vol.	 8.	 No.	 12.	 2023,	 hlm.	 17.	
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/69029/38261.	

13	Yagus	Suyadi	&	Aulia	Rahman	Hakim.	Analisis	Yuridis	Pemberian	Kredit	Dengan	
Jaminan	Surat	Keputusan	Pensiun	Oleh	Pt.	Bank	Tabungan	Pensiunan	Nasional,	Tbk	Cabang	
Kediri	Jawa	Timur.	,	Jurnal	Ilmu	Hukum.	Fakultas	Hukum	Universitas	Islam	Kadiri.	Vol.	7.	No.	2.	
2018,	hlm.	68.	DOI:	https://doi.org/10.32503/mizan.v7i2.465.	
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tentang	“Perlindungan	Hukum	Terhadap	Bank	Dalam	Perjanjian	Kredit	Dengan	
Jaminan	 Surat	 Keputusan	 Pengangkatan	 Pegawai	 Negeri	 Sipil	 Yang	
Diberhentikan	 Saat	 Kredit	 Berlangsung	 Di	 PT	 Bank	 Sumut	 Kantor	 Cabang	
Pembantu	Perdagangan	Kabupaten	Simalungun.”	

	
2.	METODE	PENELITIAN	

Penelitian	 ini	 merupakan	 studi	 kualitatif	 dengan	 pendekatan	 yuridis	
empiris,	bertujuan	memahami	secara	mendalam	perlindungan	hukum	terhadap	
bank	 dalam	 perjanjian	 kredit	 yang	 menjadikan	 SK	 PNS	 sebagai	 jaminan,	
khususnya	ketika	PNS	diberhentikan	saat	kredit	masih	berjalan,	seperti	yang	
terjadi	 di	 PT	 Bank	 Sumut	 KCP	 Perdagangan,	 Kabupaten	 Simalungun.	 Data	
dikumpulkan	melalui	wawancara,	observasi,	dan	studi	dokumen	hukum	(KUH	
Perdata,	UU	Perbankan,	UU	ASN),	dengan	teknik	purposive	sampling.	Informan	
terdiri	dari	kepala	cabang	bank	dan	dosen	hukum,	serta	dua	nasabah	terdampak	
sebagai	 responden.	 Penelitian	 ini	 bersifat	 deskriptif,	menggambarkan	 fakta	
secara	sistematis,	dan	menganalisis	tanggung	jawab	perdata	atas	penggunaan	
SK	PNS	sebagai	jaminan.	Analisis	data	dilakukan	sejak	awal	melalui	reduksi,	
penyajian,	dan	penarikan	kesimpulan.	
	
3.	HASIL	PENELITIAN	DAN	PEMBAHASAN	
A.	Perlindungan	Hukum	Terhadap	Bank	Dalam	Perjanjian	Kredit	
Dengan	Jaminan	SK	PNS	Yang	Diberhentikan	Saat	Kredit	Berlangsung	

Perlindungan	 hukum	 terhadap	 bank	 dalam	perjanjian	 kredit	 dengan	
jaminan	SK	PNS,	diatur	dalam	Undang-undang	Nomor	10	Tahun	1998	tentang	
Perbankan	dan	Kitab	Undang-undang	Hukum	Perdata	(KUHPerdata).	Namun	
tidak	secara	ekpelisit	diatur	bahwa	SK	PNS	diperbolehkan	menjadi	 jaminan	
Kredit,	 tetapi	 lebih	melihat	 kesanggupan	 seorang	 debitur	 dalam	membayar	
kredit	 yang	 dilihat	 oleh	 kreditur.	 Pada	 dasarnya,	 SK	 Pengangkatan	 PNS	
merupakan	 bentuk	 jaminan	 fidusia	 atas	 hak	 kepegawaian	 yang	 menjamin	
adanya	penghasilan	tetap	bagi	debitur.		

Realitanya,	apabila	PNS	tersebut	diberhentikan,	maka	dasar	eksistensi	
dari	jaminan	itu	menjadi	lemah	karena	tidak	lagi	menjamin	penghasilan	tetap	
yang	 dapat	 digunakan	 untuk	 pembayaran	 kredit.	 Dalam	 situasi	 seperti	 ini,	
perlindungan	hukum	terhadap	bank	dapat	diberikan	melalui	klausul	perjanjian	
yang	mengatur	hak	bank	untuk	melakukan	eksekusi	atau	pengalihan	jaminan	
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lainnya	apabila	terjadi	perubahan	status	kepegawaian	debitur.	Sebagaimana	
Pasal	 1338	 ayat	 1	 KUHPerdata	 menyatakan	 bahwa	 semua	 kontrak	 atau	
perjanjian	yang	dibuat	secara	sah	berlaku	sebagai	undang-undang	yang	biasa	
dikenal	dengan	asas	Pacta	Sunt	Servanda.		

Ketentuan	 pasal	 tersebut	 dapat	 disimpulkan	 bahwa	 asas	 kebebasan	
berkontrak	tetap	diakui,	namun	kebebasan	tersebut	dibatasi	oleh	ketentuan	
hukum	yang	bersifat	memaksa.	Dengan	demikian,	apabila	suatu	kesepakatan	
telah	tercantum	secara	yuridis	dalam	perjanjian,	maka	kedua	belah	pihak	yang	
terikat	dalam	perjanjian	tersebut	memiliki	jaminan	perlindungan	hukum.	Hal	ini	
sejalan	 dengan	 fokus	 penelitian	 penulis	 bahwa	perlindungan	 hukum	dalam	
transaksi	perbankan	merupakan	aspek	penting	yang	harus	diutamakan	guna	
melindungi	kepentingan	para	pihak	yang	 terlibat.	 	Oleh	karena	 itu,	masing-
masing	 pihak	 berkewajiban	 untuk	 menaati	 serta	 melaksanakan	 seluruh	
ketentuan	yang	telah	disepakati	dalam	perjanjian.14	Dalam	praktik	perbankan,	
perjanjian	kredit	dengan	jaminan	SK	PNS	merupakan	bentuk	perikatan	hukum	
yang	sah	berdasarkan	asas	kebebasan	berkontrak.	Namun	demikian,	kebebasan	
tersebut	 tidaklah	 mutlak,	 melainkan	 dibatasi	 oleh	 ketentuan	 hukum	 yang	
bersifat	memaksa	demi	menjaga	keseimbangan	dan	perlindungan	hukum	bagi	
para	pihak.	Beberapa	kasus	jaminan	SK	PNS	yang	mengalami	kredit	macet	di	PT	
Bank	KCP	Pematang	Siantar	sebagai	berikut:15	

(1) Kasus	 pertama	 (1),	 seorang	 PNS	 yang	 menjaminkan	 SK-nya	 untuk	
memperoleh	 fasilitas	kredit	dari	bank	kemudian	diberhentikan	 tidak	
dengan	hormat	karena	pelanggaran	disiplin	berat.	Ketika	ia	tidak	mampu	
melunasi	kredit,	bank	menghadapi	kesulitan	dalam	melakukan	eksekusi	
jaminan	 karena	 SK	 yang	 menjadi	 objek	 jaminan	 kehilangan	 nilai	
ekonomis	dan	legalitasnya.		

(2) Kasus	kedua	(2)	terjadi	ketika	seorang	debitur	PNS	mengundurkan	diri	
secara	sukarela	dari	jabatannya,	namun	tidak	segera	memberitahukan	
kepada	 pihak	 bank.	 Ketika	 kredit	 macet	 terjadi,	 bank	 kesulitan	
mengeksekusi	haknya	karena	aset	jaminan	telah	kehilangan	kekuatan	
hukum.		

(3) Kasus	 ketiga	 (3),	 seorang	 PNS	 yang	 mendekati	 masa	 pensiun	
mengajukan	 kredit	 dengan	 SK	 aktif	 sebagai	 jaminan,	 tetapi	 setelah	

 
14	R.	Soebekti.	Hukum	Perjanjian.	Jakarta,	PT.	Intermasa,	2001,	hlm.	17.	
15 Irwansyah.	 Kepala	 PT.	 Bank	 Sumut	 Kantor	 Cabang	 Pembantu	 Perdagangan	 di	

Kabupaten	Simalungun.	Wawancara.	Tanggal	27	Februari	2025.	Pukul	09:30	Wib.	
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pensiun,	 ia	 tidak	 lagi	 menerima	 penghasilan	 tetap.	 Ketika	 terjadi	
wanprestasi,	bank	tidak	dapat	mengeksekusi	secara	 langsung	karena	
nilai	jaminan	SK	tidak	lagi	relevan	secara	hukum.		

(4) Kasus	keempat	(4)	memperlihatkan	seorang	PNS	yang	terkena	kasus	
pidana	dan	diberhentikan	dengan	tidak	hormat,	sehingga	menimbulkan	
kredit	macet	 yang	 tak	 tertagih	karena	bank	 tidak	memiliki	 alternatif	
jaminan	 lain.	 Keempat	 kasus	 tersebut	 menunjukkan	 pentingnya	
perlindungan	hukum	bagi	kreditur	 (bank),	di	mana	perjanjian	kredit	
harus	memuat	klausul	yang	mengantisipasi	risiko	hukum	apabila	debitur	
diberhentikan	dari	status	kepegawaiannya.	Oleh	karena	itu,	para	pihak	
wajib	 menjalankan	 perjanjian	 secara	 itikad	 baik	 dan	 tunduk	 pada	
ketentuan	hukum	yang	berlaku,	agar	hak	dan	kewajiban	masing-masing	
pihak	tetap	terlindungi	meskipun	terjadi	kondisi	yang	tidak	terduga.	
Berdasarkan	 empat	 (4)	 kasus	 di	 atas	 hasil	 wawancara	 dengan	 Bapak	

Irwansyah,	 selaku	 Kepala	 PT.	 Bank	 Sumut	 Kantor	 Cabang	 Pembantu	
Perdagangan	 di	 Kabupaten	 Simalungun,	 menjelaskan	 bahwa	 ketika	 terjadi	
kredit	 macet,	 khususnya	 terhadap	 debitur	 yang	 berasal	 dari	 kalangan	 PNS	
namun	 telah	 diberhentikan,	 pihak	 bank	 menempuh	 beberapa	 upaya	
perlindungan	hukum.	Langkah	pertama	adalah	melalui	pendekatan	persuasif,	
seperti	melakukan	negosiasi	dan	mengirimkan	surat	tagihan	kepada	debitur.	
Jika	upaya	tersebut	tidak	membuahkan	hasil,	maka	pihak	bank	akan	menempuh	
jalur	 litigasi	 dengan	 menggugat	 debitur	 ke	 pengadilan	 negeri	 atas	 dasar	
wanprestasi.16	

Menurut	 Irwansyah,	bahwa	 jika	situasi	di	mana	debitur	berhenti	atau	
diberhentikan	 dari	 jabatannya	 dari	 PNS,	 dan	 kemudian	 terjadi	wanprestasi	
dalam	 pelunasan	 kredit,	 PT.	 Bank	 Sumut	 KCP	 Perdagangan,	 memiliki	
mekanisme	 penyelamatan	 kredit	 bermasalah	 yang	 dilakukan	 dengan	
persetujuan	dari	pimpinan	bank.	Langkah	awal	yang	diambil	adalah	yaitu:17	

1) dengan	memberikan	peringatan	tertulis	kepada	sidebitur	sebanyak	
tiga	kali	secara	berturut-turut.	

2) jika	peringatan	tersebut	tidak	mendapat	tanggapan,	pihak	bank	akan	
melakukan	pendekatan	melalui	sidebitur	atau	penjamin	(jika	ada)	

 
16	 Irwansyah.	 Kepala	 PT.	 Bank	 Sumut	 Kantor	 Cabang	 Pembantu	 Perdagangan	 di	

Kabupaten	Simalungun.	Wawancara.	Tanggal	27	Februari	2025.	Pukul	09:30	Wib.	
17 Irwansyah.	 Kepala	 PT.	 Bank	 Sumut	 Kantor	 Cabang	 Pembantu	 Perdagangan	 di	

Kabupaten	Simalungun.	Wawancara.	Tanggal	27	Februari	2025.	Pukul	09:30	Wib.	



Jurnal	Ilmiah	Mahasiswa	Fakultas	Hukum	(JIMFH)	
E-ISSN:	2798-8457	
Vol.	8,	No	2,	(April)	2025	

	
	

571 

Jurnal	Ilmiah	Mahasiswa	Fakultas	Hukum	Universitas	Malikussaleh	
e-ISSN:	2798-8457	|	Online	Access:	https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/		

 

guna	menanyakan	itikad	baik	debitur	untuk	melunasi	kewajibannya.	
Namun,	apabila	debitur	maupun	sidebitur	tetap	tidak	menunjukkan	
niat	 baik	 dalam	 penyelesaian	 utang,	 maka	 pihak	 bank	 akan	
menempuh	 jalur	 hukum	 sebagai	 upaya	 terakhir	 dalam	 menagih	
kewajiban	yang	tertunggak.	

Sedangkan	 melalui	 Jalur	 hukum	 ada	 beberapa	 langkah	 yang	 dapat	
ditempuh	oleh	PT.	Bank	Sumut	KCP	Perdagangan	yaitu	sebagai	berikut:	

1) melalui	 lembaga	 peradilan,	 yakni	 dengan	 mengajukan	 gugatan	
perdata	ke	pengadilan	negeri	atas	dasar	wanprestasi.	Dalam	hal	ini,	
peradilan	yang	menangani	perkara	tersebut	dapat	berupa	peradilan	
umum	maupun	peradilan	niaga,	tergantung	pada	kompleksitas	dan	
status	hukum	dari	debitur.	

2) bank	juga	dapat	menyerahkan	penanganan	kredit	bermasalah	kepada	
Kantor	Pengurusan	Piutang	dan	Lelang	Negara	(KP2LN),	yaitu	instansi	
pemerintah	yang	berada	di	bawah	naungan	Kementerian	Keuangan	
dan	 memiliki	 wewenang	 dalam	mengurus	 serta	 menagih	 piutang	
negara.	 Akan	 tetapi,	 mekanisme	 melalui	 KP2LN	 ini	 hanya	 dapat	
dilakukan	 terhadap	 kredit	 dengan	 nilai	 pelunasan	 di	 atas	
Rp50.000.000,	sehingga	jarang	diterapkan	oleh	PT.	Bank	Sumut	KCP	
Perdagangan,	mengingat	jenis	kredit	yang	menggunakan	jaminan	SK	
PNS	umumnya	tergolong	sebagai	kredit	konsumtif	dengan	nilai	yang	
relatif	kecil.	

Meskipun	PT.	Bank	Sumut	KCP	Perdagangan	telah	menetapkan	sejumlah	
langkah	penyelesaian	terhadap	debitur	yang	tidak	memenuhi	kewajiban	dalam	
perjanjian	kredit,	dalam	praktiknya	bank	kerap	menghadapi	beberapa	kendala	
yang	 menghambat	 proses	 penyelesaian	 kredit	 bermasalah	 (wanprestasi).	
Beberapa	kendala	yang	umum	dihadapi	antara	lain:	

1) debitur	dipindah	tugaskan	(mutasi)	ke	kota	atau	provinsi	lain;	
2) debitur	berhenti	atau	diberhentikan	dengan	tidak	hormat	dari	status	

kepegawaiannya;	serta	
3) debitur	meninggal	dunia.	
Pada	dasarnya	debitur	yang	mengalami	mutasi	ke	wilayah	kerja	yang	

berbeda,	 PT.	 Bank	 Sumut	 KCP	 Perdagangan	 menetapkan	 langkah-langkah	
tertentu	untuk	 tetap	menagih	kewajiban	debitur.	Pertama,	pihak	bank	akan	
memberikan	pemberitahuan	secara	lisan	maupun	tertulis	kepada	bendahara	
gaji	di	 instansi	tempat	debitur	bekerja,	guna	memperoleh	informasi	penting	
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seperti	 alamat	 instansi	 baru	 atau	 lokasi	 penempatan	 debitur.	 Upaya	 ini	
merupakan	bagian	dari	komitmen	bank	dalam	mengedepankan	penyelesaian	
yang	terstruktur	dan	profesional,	tanpa	langsung	menempuh	jalur	hukum,	serta	
tetap	 berorientasi	 pada	 perlindungan	 hukum	 dan	 kepentingan	 ekonomi	
lembaga	perbankan.	

Pelaksanaan	 perjanjian	 kredit,	 selain	 aspek	 perlindungan	 hukum,	
terdapat	unsur	penting	lainnya	yang	tidak	dapat	diabaikan,	yaitu	mekanisme	
penyelesaian	apabila	terjadi	wanprestasi	dari	pihak	debitur.	Di	PT.	Bank	Sumut	
Kantor	 Cabang	Pembantu	Perdagangan,	 telah	 diterapkan	beberapa	 tahapan	
penyelesaian	Langkah-langkah	tersebut	antara	lain:18	

1) melakukan	 musyawarah	 secara	 langsung	 dengan	 debitur	 untuk	
mencari	solusi	secara	kekeluargaan;		

2) memberikan	kesempatan	kepada	debitur	untuk	melunasi	kewajiban	
secara	angsuran;	

3) memberikan	 kelonggaran	waktu	 atau	 perpanjangan	 jangka	waktu	
pembayaran	utang;	

4) menyampaikan	surat	pernyataan	secara	tegas	kepada	debitur	sebagai	
bentuk	penegasan	agar	segera	melunasi	kewajibannya;	dan	

5) 	memberikan	 pernyataan	 berupa	 penyesuaian	 atau	 pembenahan	
terhadap	suku	bunga	kredit	yang	harus	disetorkan,	guna	meringankan	
beban	 debitur	 serta	 mendorong	 penyelesaian	 kewajiban.	 Hal	 ini	
menunjukkan	 bahwa	 bank	 tidak	 semata-mata	 berorientasi	 pada	
penagihan.	

	
Pada	saat	wawancara	dengan	Ibu	Miska	Sembiring	merupakan	salah	satu	

nasabah	PT.	Bank	Sumut	KCP	Perdagangan	yang	pernah	mengajukan	kredit	
konsumtif	 dengan	 jaminan	 SK	 PNS.	 Dalam	 wawancara,	 Miska	 menjelaskan	
bahwa	pada	saat	pengajuan	kredit,	ia	masih	berstatus	aktif	sebagai	PNS	di	salah	
satu	instansi	pemerintah	di	kabupaten	Simalungun.	Proses	pengajuan	kredit	
berjalan	lancar,	dan	pihak	bank	memberikan	persetujuan	karena	jaminan	SK	
PNS	dinilai	sah	dan	dapat	dipercaya	sebagai	bentuk	jaminan	pembayaran.	

Setelah	 beberapa	 tahun,	 diberhentikan	 dari	 statusnya	 sebagai	 PNS	
karena	pelanggaran	disiplin	berat	yang	menyebabkan	terjadinya	pemutusan	
hubungan	kerja	secara	tidak	hormat.	Setelah	pemberhentian	tersebut,	miska	
mengalami	kesulitan	dalam	membayar	cicilan	pinjamannya	karena	tidak	lagi	
memiliki	penghasilan	tetap.	Pihak	bank	kemudian	melakukan	upaya	pendekatan	
secara	 persuasif,	 seperti	 pengiriman	 surat	 tagihan	 dan	 ajakan	 untuk	
musyawarah.	Namun	karena	belum	mampu	membayar	penuh,	dan	mengakui	

 
18	 Irwansyah.	 Kepala	 PT.	 Bank	 Sumut	 Kantor	 Cabang	 Pembantu	 Perdagangan	 di	

Kabupaten	Simalungun.	Wawancara.	Tanggal	27	Februari	2025.	Pukul	09:30	Wib.	
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bahwa	pihak	bank	menyampaikan	peringatan	tertulis	dan	mempertimbangkan	
untuk	menempuh	 jalur	hukum	 jika	 tidak	 ada	 itikad	baik	dari	 pihaknya	dan	
sempat	 berupaya	 menawarkan	 cicilan	 ringan	 dan	 meminta	 kebijakan	
kelonggaran,	 tetapi	 bank	 tetap	 berpegang	 pada	 isi	 perjanjian	 yang	 telah	
disepakati	sebelumnya.19	

Wawancara	dengan	 Johan	Olo	Simatupang	merupakan	nasabah	yang	
menggunakan	 SK	 PNS	 sebagai	 jaminan	 kredit.	 Ia	mengajukan	 kredit	 ketika	
masih	aktif	 sebagai	PNS	di	 sektor	pendidikan.	Awalnya,	pembayaran	cicilan	
kredit	 berjalan	 lancar	 karena	 gaji	 Johan	 secara	 otomatis	 dipotong	 melalui	
bendahara	instansi	tempat	ia	bekerja.	Namun,	persoalan	muncul	setelah	Johan	
diberhentikan	 dengan	 hormat	 karena	 memasuki	 masa	 pensiun	 dini	 akibat	
alasan	 kesehatan.	 Pemberhentian	 ini	 berdampak	 langsung	 terhadap	 arus	
keuangannya,	karena	belum	memperoleh	dana	pensiun	secara	rutin.	Hal	 ini	
menyebabkan	ia	mengalami	tunggakan	dalam	pembayaran	kredit.	Pihak	bank	
kemudian	mengambil	langkah-langkah	seperti	menghubungi	bendahara	lama	
tempat	Johan	bekerja,	melakukan	verifikasi	informasi	melalui	instansi,	hingga	
mengirimkan	 surat	 peringatan	 kepada	 Johan.	 Dalam	 keterangannya,	 Johan	
menyampaikan	bahwa	 ia	merasa	diberi	 kesempatan	oleh	pihak	bank	untuk	
melakukan	pembayaran	secara	angsuran,	tetapi	ia	juga	mendapat	peringatan	
bahwa	 jika	 tidak	 ada	 penyelesaian,	 pihak	 bank	 akan	 menyerahkan	 kasus	
tersebut	kepada	bagian	hukum.	Johan	kemudian	berupaya	mengajukan	klaim	
asuransi	jiwa	kredit	yang	ia	miliki	sebagai	debitur,	agar	sisa	pinjaman	dapat	
ditutup,	sesuai	klausul	yang	tercantum	dalam	perjanjian	awal.20	

Berdasarkan	hal	di	atas	menurut	penulis	secara	legalitas	dalam	dua	aspek	
hukum	 perdata	 dan	 hukum	 perbankan,	 pertama	 dalam	 hukum	 perdata	
menjelaskan	bahwa	perjanjian	kredit	antara	debitur	dan	pihak	bank	merupakan	
bentuk	perjanjian	tertulis	yang	mengikat	secara	hukum,	sebagaimana	diatur	
dalam	Pasal	1313	Kitab	KUHPerdata	yang	menyatakan	bahwa	suatu	perjanjian	
adalah	suatu	perbuatan	dengan	mana	satu	orang	atau	lebih	mengikatkan	dirinya	
terhadap	 satu	 orang	 lain	 atau	 lebih.	 Apabila	 debitur	 wanprestasi	 (tidak	
memenuhi	kewajiban	pembayaran	sesuai	perjanjian),	maka	berdasarkan	Pasal	
1243	KUH	Perdata,	pihak	kreditur	(dalam	hal	ini	bank)	berhak	untuk	menuntut	

 
19	Miska	Sembiring.	Nasabah	PT.	Bank	Sumut	KCP	Perdagangan.	Wawancara.	Tanggal	28	

Februari	2025.	Pukul	10:00	Wib.	
20	 Johan	Olo	Simatupang.	Nasabah	PT.	Bank	Sumut	KCP	Perdagangan.	Wawancara.	

Tanggal	28	Februari	2025.	Pukul	10:45	Wib.	
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ganti	 rugi,	pembatalan	perjanjian,	atau	pelaksanaan	perjanjian	melalui	 jalur	
hukum.21	

Perlindungan	hukum	bagi	Bank	dalam	perbankan	telah	diatur	melalui	
kebijakan	 yang	 dikeluarkan	 oleh	 Bank	 Indonesia,	 salah	 satunya	 adalah	
Peraturan	 Bank	 Indonesia	 Nomor	 3/10/PBI/2001	 yang	 kemudian	 diubah	
dengan	Peraturan	Bank	Indonesia	Nomor	3/23/PBI/2001	tentang	Penerapan	
Prinsip	Mengenal	Nasabah	(Know	Your	Customer	Principle/KYC).	Peraturan	ini	
mewajibkan	 setiap	 bank	 untuk	 menerapkan	 prinsip	 kehati-hatian	 dalam	
mengenal	 dan	 memverifikasi	 identitas	 nasabah	 guna	 mencegah	 terjadinya	
tindakan	 penyalahgunaan	 jasa	 perbankan,	 seperti	 pencucian	 uang	 atau	
pendanaan	 terorisme.	 Dalam	 pelaksanaannya,	 bank	 diwajibkan	 untuk	
melakukan	identifikasi,	verifikasi,	dan	pemantauan	terhadap	kegiatan	nasabah.	
Sebagai	bentuk	implementasi	dari	peraturan	ini,	misalnya,	Standard	Chartered	
Bank	(SCB)	telah	menerapkan	prinsip	KYC	dengan	menyediakan	formulir	KYC	
Checklist	yang	berfungsi	sebagai	sarana	pengumpulan	informasi	identitas	dan	
aktivitas	keuangan	calon	nasabah.22	Sehubungan	dengan	hal	tersebut,	terdapat	
sejumlah	persyaratan	yang	dirumuskan	sebagai	bagian	dari	ketentuan	dalam	
pemberian	kredit,	baik	dari	segi	finansial	maupun	hukum.23	

Waktu	 wawancara	 dengan	 bapak	 Fatahillah,	 selaku	 Dosen	 Hukum	
Perikatan	 Fakultas	Hukum	Universitas	Malikussaleh,	 ia	menjelaskan	bahwa		
perjanjian	kredit	antara	debitur	dan	bank	merupakan	bentuk	perikatan	yang	
lahir	dari	kesepakatan	para	pihak,	sebagaimana	diatur	dalam	Pasal	1233	dan	
1313	 KUHPerdata.	 Perikatan	 ini	 bersifat	 timbal	 balik,	 di	 mana	 bank	
berkewajiban	 menyediakan	 dana	 pinjaman,	 dan	 debitur	 berkewajiban	
mengembalikan	dana	tersebut	beserta	bunganya	sesuai	dengan	ketentuan	yang	
disepakati.24	

	
B.	Upaya	Hukum	 Yang	 Dapat	 Dilakukan	 Oleh	 Bank	 Untuk	Melindungi	
Kepentingannya	Dalam	Kasus	Jaminan	SK	PNS	Yang	Diberhentikan	Saat	
Kredit	Berlangsung	
	

 
21	 A.	 Rahim.	Dasar-Dasar	Hukum	Perjanjian:	 Perspektif	 Teori	 dan	Praktik.	Makasar,	

Humanities	Genius,	2022,	hlm.	23.	
22	 Pasal	 2	 angka	 (1).	 Surat	 Keputusan	 Direksi	 Bank	 Indonesia	 tentang	 Jaminan	

Pemberian	Kredit,	SK	Dir	BI	Nomor	23/69/KEP/DIR	Tanggal	28	Februari	1991.		
23	 Johannes	 Ibrahim.	 Pengimpasan	 Pinjaman	 (Kompensasi)	 dan	 Asas	 Kebebasan	

Berkontrak	dalam	Perjanjian	Kredit	Bank.	Bandung,	CV	Utomo,	2003,	hlm.	37.	
24	 Fattahilah.	 Dosen	 Hukum	 Perikatan.	 Fakultas	 Hukum	 Universitas	 Malikussaleh.	

Wawancara.	Tanggal	05	Mei	2025.	Pukul	09:00	Wib.	
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Upaya	hukum	merupakan	salah	satu	jalur	dalam	menuju	kepentingan	
individu	 atau	 badan	 usaha	 yang	 dapat	 dilakukan	 oleh	 semua	 pihak	 untuk	
melindungi	 kepentingannya	 seperti	 kasus	 jaminan	 SK	 PNS	 yang	 telah	
diberhentikan	adalah	segala	bentuk	 langkah	hukum,	baik	preventif	maupun	
represif,	yang	ditempuh	oleh	pihak	bank	guna	menghindari	kerugian	akibat	
wanprestasi	 (ingkar	 janji)	 dari	 debitur,	 khususnya	 ketika	 jaminan	 yang	
digunakan	 (dalam	 hal	 ini	 SK	 PNS)	 kehilangan	 nilainya	 akibat	 status	
kepegawaian	 yang	 sudah	 tidak	 aktif	 lagi.	 Pada	 umumnya	 dalam	 praktik	
perbankan,	 SK	 PNS	 digunakan	 sebagai	 jaminan	 karena	 dianggap	menjamin	
kepastian	pendapatan	debitur,	mengingat	PNS	memiliki	gaji	tetap	dan	tunjangan	
pensiun.	 Namun,	 apabila	 PNS	 tersebut	 diberhentikan,	 baik	 karena	
mengundurkan	diri,	pensiun	dini,	pelanggaran	disiplin,	atau	sebab	lain.	

Berdasarkan	hasil	wawancara	dengan	Bapak	Irwansyah,	selaku	Kepala	
PT.	Bank	Sumut	KCP	Perdagangan	di	Kabupaten	Simalungun,	upaya	hukum	yang	
dilakukan	oleh	pihak	bank	dalam	rangka	melindungi	kepentingannya	terhadap	
kasus	 jaminan	 SK	 PNS	 yang	 telah	 diberhentikan,	 dilaksanakan	melalui	 dua	
pendekatan,	yaitu	upaya	preventif	dan	represif.	Dalam	upaya	preventif,	pihak	
bank	 menerapkan	 prosedur	 yang	 ketat	 sebelum	 pencairan	 kredit,	 seperti	
melakukan	 analisis	 kelayakan	 debitur	 berdasarkan	 prinsip	 kehati-hatian	
(prudential	 banking),	 memastikan	 keabsahan	 dan	 keaktifan	 SK	 PNS	 yang	
dijadikan	jaminan,	serta	mensyaratkan	pengisian	formulir	KYC	sesuai	ketentuan	
Bank	Indonesia.		

Apabila	debitur	terbukti	wanprestasi,	maka	bank	akan	menempuh	upaya	
represif,	 seperti	memberikan	 surat	 peringatan	 secara	 bertahap,	melakukan	
penagihan	kepada	penjamin	(debitur),	hingga	menggugat	debitur	ke	pengadilan	
jika	tidak	ada	itikad	baik	untuk	melunasi	kewajibannya.	Bahkan,	dalam	kondisi	
tertentu,	apabila	nilai	pinjaman	cukup	besar,	bank	dapat	melibatkan	Kantor	
Pelayanan	Kekayaan	Negara	dan	Lelang	(KPKNL)	sebagai	langkah	penyelesaian	
akhir.	Seluruh	prosedur	ini	menurut	beliau	dilakukan	untuk	melindungi	bank	
dari	 potensi	 kerugian	 serta	menjaga	kelangsungan	operasional	 bank	 secara	
profesional	dan	bertanggung	 jawab.	Oleh	karena	 itu,	bank	perlu	melakukan	
upaya	 hukum	 sebagai	 bentuk	 perlindungan	 terhadap	 hak-haknya,	 yang	
mencakup:	
1.	Upaya	Hukum	Preventif	(Pencegahan)	

Upaya	hukum	preventif	adalah	langkah-langkah	yang	dilakukan	sebelum	
terjadi	kredit	bermasalah	(wanprestasi).	Langkah-langkah	ini	meliputi:	



PERLINDUNGAN	HUKUM	TERHADAP	BANK	DALAM	PERJANJIAN	KREDIT	DENGAN	JAMINAN	
SURAT	KEPUTUSAN	PENGANGKATAN	PEGAWAI	NEGERI	SIPIL	YANG	DIBERHENTIKAN	SAAT	
KREDIT	 BERLANGSUNG	 (Studi	 Kasus	 Pada	 PT	 Bank	 Sumut	 Kantor	 Cabang	 Pembantu	
Perdagangan	Kabupaten	Simalungun	
Faradiba	Qorihatul	Zhara	Saragih,	Tri	Widya	Kurniasari,	Tasyakur	|	DOI:	
https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i2.22145		
Vol.	8,	No.	2,	(April)	2025	
	

	
	

576 

Jurnal	Ilmiah	Mahasiswa	Fakultas	Hukum	Universitas	Malikussaleh	
e-ISSN:	2798-8457	|	Online	Access:	https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/		

 

a. Penilaian	kelayakan	debitur	sebelum	memberikan	kredit,	bank	harus	
melakukan:	
1. Analisis	5C	(Character,	Capacity,	Capital,	Condition,	dan	Collateral).	
2. Pemeriksaan	riwayat	kepegawaian,	status	keaktifan	sebagai	PNS,	

dan	catatan	disiplin	kerja.	
3. Verifikasi	bahwa	SK	yang	digunakan	sebagai	jaminan	adalah	asli,	

sah,	dan	tidak	dalam	sengketa.	
b.	 	 Penerapan	 prinsip	 mengenal	 nasabah	 KYC	 Sesuai	 Peraturan	 Bank	

Indonesia	No.	3/10/PBI/2001	dan	No.	3/23/PBI/2001,	bank	wajib:	
1. Mengidentifikasi	dan	memverifikasi	identitas	nasabah.	
2. Memantau	transaksi	keuangan	yang	mencurigakan.	
3. Mewajibkan	pengisian	formulir	KYC	sebelum	kredit	disalurkan.	

c.	Pembuatan	Perjanjian	Kredit	yang	Sah	dan	Mengikat	
1. Memastikan	perjanjian	kredit	dibuat	secara	tertulis,	bermaterai,	dan	

ditandatangani	kedua	belah	pihak.	
2. Mencantumkan	klausul	mengenai:	Kewajiban	pelunasan	meskipun	

SK	tidak	lagi	berlaku.	
3. Sanksi	atas	keterlambatan	pembayaran.	
4. Kewajiban	memberi	informasi	jika	terjadi	perubahan	status	

kepegawaian.	
d.	Asuransi	jiwa	kredit	(Credit	Life	Insurance)	Bank	biasanya	mewajibkan	
nasabah	 untuk	 ikut	 program	 asuransi	 jiwa.	 Jika	 debitur	meninggal	
dunia,	maka:	
1. Pinjaman	dilunasi	oleh	pihak	asuransi.	
2. Risiko	kerugian	bank	berkurang.	

	e.		Meminta	jaminan	tambahan	untuk	pinjaman	dengan	nominal	besar,	
bank	dapat	meminta	jaminan	lain	seperti:	
1. Sertifikat	tanah	(Hak	Tanggungan),	
2. BPKB	kendaraan,	
3. Deposito	atau	surat	berharga.	
Berdasarkan	 upaya	 hukum	 preventif	 yang	 disebutkan	 di	 atas	 dalam	

perjanjian	kredit	antara	bank	dan	aparatur	sipil	negara	(ASN)	sangat	penting	
untuk	memitigasi	risiko	kredit	bermasalah	sejak	awal.	Dalam	praktiknya,	bank	
seperti	PT.	Bank	Sumut	Kantor	Cabang	Pembantu	Perdagangan	di	Kabupaten	
Simalungun	menerapkan	sejumlah	langkah	strategis,	seperti	yang	dijelaskan	
oleh	 Kepala	 Cabangnya,	 Bapak	 Irwansyah.	 Salah	 satu	 langkah	 awal	 yang	
ditempuh	adalah	melakukan	penilaian	kelayakan	debitur	melalui	analisis	5C	
(Character,	 Capacity,	 Capital,	 Condition,	 dan	 Collateral),	 termasuk	 verifikasi	
status	kepegawaian	dan	keabsahan	SK	yang	dijadikan	jaminan.		

Langkah	tersebut	terbukti	krusial	sebagaimana	ditunjukkan	dalam	Kasus	
I,	ketika	seorang	PNS	diberhentikan	tidak	dengan	hormat	dan	tidak	mampu	
melunasi	kredit,	bank	mengalami	kesulitan	mengeksekusi	jaminan	karena	SK	
kehilangan	nilai	legal	dan	ekonomisnya.	Di	sisi	lain,	prinsip	Know	Your	Customer	
(KYC)	yang	diatur	dalam	Peraturan	Bank	Indonesia	No.	3/10/PBI/2001	dan	No.	
3/23/PBI/2001,	menjadi	kewajiban	dalam	proses	identifikasi,	verifikasi,	serta	
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pemantauan	 transaksi,	 guna	 mencegah	 potensi	 risiko	 sejak	 awal.	 Sebab	
keabsahan	dan	kekuatan	hukum	perjanjian	kredit	juga	menjadi	bagian	penting	
dalam	pencegahan	wanprestasi.	Perjanjian	harus	dibuat	secara	sah,	tertulis,	dan	
memuat	 klausul	 penting	 seperti	 kewajiban	 pelunasan	 meskipun	 status	
kepegawaian	debitur	berubah.	

Sebagaimana	 tergambar	 dalam	 Kasus	 kedua	 di	 mana	 debitur	 PNS	
mengundurkan	 diri	 tanpa	 memberitahukan	 pihak	 bank	 dan	 menyebabkan	
kesulitan	eksekusi	ketika	kredit	bermasalah	terjadi.	Demikian	pula	dalam	Kasus	
ketiga,	 seorang	 debitur	 yang	mendekati	masa	 pensiun	menjadikan	 SK	 aktif	
sebagai	 jaminan,	namun	saat	pensiun	 tidak	 lagi	memiliki	penghasilan	 tetap,	
menyebabkan	jaminan	kehilangan	daya	eksekusi.		

Upaya	 Preventif	 untuk	 meminimalisir	 risiko	 kerugian,	 bank	 juga	
mewajibkan	 nasabah	 untuk	 mengikuti	 asuransi	 jiwa	 kredit	 (credit	 life	
insurance),	sehingga	jika	debitur	meninggal	dunia,	pinjaman	dapat	dilunasi	oleh	
pihak	asuransi.	Selain	itu,	dalam	hal	pinjaman	bernilai	besar,	bank	juga	meminta	
jaminan	tambahan	seperti	sertifikat	tanah	(hak	tanggungan),	BPKB	kendaraan,	
atau	deposito.		
2. Upaya	 Hukum	 Represif	 (Penanggulangan	 Setelah	 Terjadi	

Wanprestasi)	
Upaya	represif	dilakukan	setelah	debitur	gagal	memenuhi	kewajibannya.	

Tujuannya	 adalah	 memulihkan	 kerugian	 dan	 memaksa	 debitur	 melunasi	
kewajibannya.	Langkah-langkah	yang	umum	dilakukan	bank	meliputi:25	

a.	Peringatan	dan	Penagihan	
1. Memberikan	peringatan	tertulis	secara	bertahap	(biasanya	3	kali).	
2. Melakukan	pendekatan	secara	kekeluargaan	dan	musyawarah.	
3. Memberikan	 rescheduling	 (penjadwalan	 ulang),	 reconditioning	

(kebijakan	 bunga),	 atau	 restructuring	 (penggabungan	 atau	
pemutihan).	

b.	 Pemanggilan	 Pihak	 Ketiga	 atau	 Penjamin	 sidebitur	 Jika	 perjanjian	
mencantumkan	penjamin,	maka	bank:	
1. Menagih	kewajiban	kepada	penjamin.	
2. Melibatkan	penjamin	dalam	proses	musyawarah	atau	penyelesaian.	

c.	Melalui	 Jalur	Hukum	 (Litigasi)	 Jika	 semua	 upaya	 damai	 gagal,	 bank	
dapat:	
1. Menggugat	wanprestasi	ke	pengadilan	negeri	berdasarkan	Pasal	

1243	KUH	Perdata.	
2. Mengajukan	 permohonan	 eksekusi	 terhadap	 harta	 debitur	 atau	

penjamin.	

 
25	 Irwansyah.	 Kepala	 PT.	 Bank	 Sumut	 Kantor	 Cabang	 Pembantu	 Perdagangan	 di	

Kabupaten	Simalungun.	Wawancara.	Tanggal	27	Februari	2025.	Pukul	09:30	Wib.	



PERLINDUNGAN	HUKUM	TERHADAP	BANK	DALAM	PERJANJIAN	KREDIT	DENGAN	JAMINAN	
SURAT	KEPUTUSAN	PENGANGKATAN	PEGAWAI	NEGERI	SIPIL	YANG	DIBERHENTIKAN	SAAT	
KREDIT	 BERLANGSUNG	 (Studi	 Kasus	 Pada	 PT	 Bank	 Sumut	 Kantor	 Cabang	 Pembantu	
Perdagangan	Kabupaten	Simalungun	
Faradiba	Qorihatul	Zhara	Saragih,	Tri	Widya	Kurniasari,	Tasyakur	|	DOI:	
https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i2.22145		
Vol.	8,	No.	2,	(April)	2025	
	

	
	

578 

Jurnal	Ilmiah	Mahasiswa	Fakultas	Hukum	Universitas	Malikussaleh	
e-ISSN:	2798-8457	|	Online	Access:	https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/		

 

3. Dalam	kasus	tertentu,	bisa	menempuh	peradilan	niaga	jika	debitur	
dinyatakan	pailit.	

d.	Realiasi	Asuransi	Jiwa	jika	debitur	meninggal	dunia	dan	sebelumnya	
tercatat	sebagai	nasabah	asuransi	jiwa	kredit,	maka	:	
1. Bank	akan	mengajukan	klaim	ke	perusahaan	asuransi;	
2. Jika	klaim	dikabulkan,	kredit	dinyatakan	lunas;	

Berdasarkan	hal	di	atas	dalam	praktik	perbankan	upaya	represif	menjadi	
langkah	krusial	setelah	debitur	gagal	memenuhi	kewajiban	pelunasan	kredit	
atau	melakukan	wanprestasi.	Wawancara	dengan	Bapak	Irwansyah,	Kepala	PT.	
Bank	Sumut	Kantor	Cabang	Pembantu	Perdagangan	di	Kabupaten	Simalungun,	
terungkap	 bahwa	 bank	 memiliki	 prosedur	 penanganan	 kredit	 bermasalah	
secara	sistematis.	Langkah	awal	biasanya	berupa	peringatan	dan	penagihan,	
yakni	dengan	mengirimkan	surat	peringatan	tertulis	secara	bertahap	(biasanya	
hingga	tiga	kali),	disertai	dengan	pendekatan	persuasif	melalui	musyawarah	dan	
kekeluargaan.		

Berdasarkan	uraian	di	atas,	menurut	penulis,	bahwa	upaya	hukum	yang	
dapat	 dilakukan	 oleh	 bank	 untuk	melindungi	 kepentingannya	 dalam	 kasus	
jaminan	berupa	SK	PNS	yang	ternyata	telah	diberhentikan,	merupakan	bagian	
dari	 perlindungan	 hukum	 dalam	 sistem	 perbankan	 yang	 didasarkan	 pada	
prinsip	kehati-hatian	(prudential	banking	principle).	Dalam	praktiknya,	bank	
sebagai	kreditur	memiliki	hak	untuk	melindungi	aset	dan	piutangnya	dari	risiko	
wanprestasi	debitur	melalui	dua	jenis	upaya,	yaitu	preventif	dan	represif.	Upaya	
preventif	mencakup	prosedur	awal	sebelum	pemberian	kredit,	seperti	analisis	
kelayakan	calon	debitur,	verifikasi	keabsahan	jaminan,	dan	penerapan	prinsip	
KYC	 sebagaimana	 diatur	 dalam	 Peraturan	 Bank	 Indonesia	 Nomor	
3/23/PBI/2001.		

Sehubungan	 terjadinya	 perjanjian	 antara	 bank	 sebagai	 kreditur	 dan	
debitur	 didasarkan	 pada	 suatu	 perikatan	 yang	 bersumber	 dari	 adanya	
kesepakatan,	 sebagaimana	 diatur	 dalam	 Pasal	 1313	 dan	 Pasal	 1320	
KUHPerdata.	Oleh	karena	itu,	jika	debitur	wanprestasi,	yakni	gagal	memenuhi	
kewajiban	pembayaran	kredit	sesuai	kesepakatan	bank	memiliki	dasar	hukum	
untuk	 menuntut	 pemenuhan	 prestasi,	 penggantian	 kerugian,	 atau	 bahkan	
pembatalan	perjanjian.		

	
4.	KESIMPULAN	

Perlindungan	 Hukum	 bagi	 PT.	 Bank	 Sumut	 KCP	 Perdagangan,	 yang	
mengakibatkan	nasabah	dengan	jaminan	SK	PNS	diberhentikan	dan	membuat	
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kredit	macet	yaitu	di	atur	dalam	KUHPerdata	1320	tentang	perjanjian	dan	UU	
perbankan	 tentang	 kredit	 namun	 hal	 ini	 juga	 di	 tempuh	 	 secara	 persuasif,		
hingga	menuntut	 melalui	 pengadilan	 atau	menyerahkan	 penagihan	 kepada	
KP2LN	jika	nilai	kredit	cukup	besar.	Upaya	hukum	yang	dapat	dilakukan	oleh	
bank	dalam	kasus	 jaminan	berupa	SK	PNS	yang	telah	diberhentikan	terbagi	
menjadi	dua,	yaitu	upaya	preventif	dan	represif.	Upaya	preventif	mencakup	
analisis	kelayakan	debitur,	verifikasi	keabsahan	SK,	penerapan	prinsip	Know	
Your	Customer,	perjanjian	kredit	yang	sah,	dan	melakukan	jaminan	tambahan.	
Sementara	 itu,	 upaya	 represif	 dilakukan	 jika	 terjadi	 wanprestasi,	 meliputi	
pemberian	surat	peringatan,	penagihan	kepada	penjamin	atau	melalui	proses	
peradilan.	
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